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LEMBAR EKSEKUTIF 

 

 

Friska Aviyati Lestari (810516386). Laporan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) pada bagian pendidikan madrasah Seksi pendidik dan tenaga 

kependidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. 

Konsentrasi Pendidikan Administarasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrsi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, 2019.  

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai gambaran dan 

pencapaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan selama PKL dengan tujuan 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta beralamat di 

jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jatinegara RT 9/RW 1 Cipinang Cempedak 

Jatinegara Jakarta Timur 13340, Indonesia. Praktik Kerja Lapangan 

dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 21 

Januari s/d 22 Februari 2019 dengan lima hari kerja dari Senin s/d Jumat pukul 

07.30 s/d 16.00 WIB.  

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan mahasiswa, mengarahkan 

mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam 

penulisan Laporan Praktik Kerja, mendapat umpan balik untuk penyempurnaan 

kurikulum, membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

DKI Jakarta, pengabdian kepada masyarakat, serta memberi gambaran dunia 

kerja bagi mahasiswa. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi seperti penyimpanan arsip yang tidak sesuai 

SOP, dan Beban Kerja yang Berlebihan. Namun, kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan ini tetap berjalan dengan baik karena praktikan dibantu oleh 

pembimbing dengan menerapkan SOP sederhana, dan membuat job description 

dalam menyelesaikan kendala yang ada.  
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT. Atas 

rahmat-Nya, praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja 

Lapangan tepat waktu. Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban 

yang disusun berdasarkan pekerjaan dan pencapaian selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi DKI Jakarta, Bidang Pendidikan Madrasah Seksi 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Laporan Praktik Kerja Lapangan 

ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Ahli 

Madya/Sarjana Pendidikan/Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Dalam penyusunan laporan ini, praktikan juga 

ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu, yaitu kepada: 

1. Darma Rika Swaramarinda, M.SE pemimbing yang telah berkenan 

memberikan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing serta 

memberikan petunjuk dalam menyusun laporan ini. 

2. Dr. Osly Usman, M.Bus, Mgt, Sys selaku Koordinator Program 

Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

3. Suparno S.Pd, M.Pd selaku Koordinator Program Studi S1 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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4. Prof. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

5. Orang tua penulis yang telah memberikan restu, doa, dukungan 

dan semangat kepada penulis.  

6. H. Nur Pawaidudin selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang 

telah berkenan memberikan kesempatan dalam melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan. 

7. M. Jalaluddin selaku Pembimbing PKL yang telah meluangkan 

waktu tenaga serta pikiran untuk membimbing serta memberikan 

petunjuk dalam menyusun laporan ini. 

8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil kepada 

penulis dalam menyusun laporan ini. 

Praktikan menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan 

laporan ini. Untuk itu, segala kritik dan saran membangun sangat 

praktikan harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

praktikan khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

   Praktikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam berbagai aspek 

kehidupan. Sering kali kemampuan SDM diukur hanya melalui 

tingkat pekerjaan ataupun pendapatan yang dihasilkan dalam kurun 

waktu tertentu. Akan tetapi di era persaingan bebas seperti saat ini 

SDM dianggap mumpuni dan terampil saat dirinya mampu 

beradaptasi dengan lingkungan serta pekerjaan yang didukung  

dengan kemajuan teknologi. Bersamaan dengan adanya kemajuan 

tekonologi SDM dituntut untuk memiliki keterampilan berbasis 

karakter (soft skill) sehingga keterampilan tersebut dapat mendukung 

produktifitas dalam sebuah instansi.  

Dalam hal ini keterampilan akademis dan kekuatan karakter 

perlu menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Sebagai seorang 

akademisi tentu akademik atau berkaitan dengan teori harus memiliki 

bukti konkret atas teori yang telah dipelajari sebagai salah satu bentuk 

moralitas terhadap sumber ilmu. Begitupun sebaliknya, dengan 

adanya teori yang telah dipelajari maka besar harapan bahwa praktik 

yang yang dilakukan selaras dengan teori – teori sebagai sebuah 
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pembuktian. Oleh sebab itu praktikan melakukan studi lapangan yang 

berguna bagi keseimbangaan dalam memperoleh ilmu pengetahuan 

Selain itu praktikan bermakud untuk mengaplikasikan teori 

yang telah dipelajari selama praktikan melaksanakan kegaitan belajar 

mengajar di Pendidikan Administrasi Pekantoran, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

menjadi salah satu persyaratan bagi kelulusan praktikan. Melihat 

Fakultas Ekonomi mengharapkan bahwa lulusannya menjadi lulusan 

yang mumpuni dalam akademik maupun non akademik.  

Proses yang dilakukan praktikan hingga akhirnya dapat 

menempuh PKL diawali dengan pengajuan diri melalui tata 

persuratan, lalu di tindaklanjut dengan surat balasan, dan di terima 

dengan penempatan sesuai deskripsi pekerjaan (job description) yang 

telah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta 

(Kanwil Kemenag) pilihkan. Sebagai salah satu instansi yang 

mendukung pekerjaan kantor meliputi kepegawaian, kearsipan, tata 

ruang kantor, hubungan masyarakat dan kegiatan – kegiatan lainnya, 

praktikan mengaminkan bahwa berada pada bagian ini merupakan 

sebuah peluang besar bagi praktikan untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang luas. Disamping itu praktikan ditempatkan di 

bagian yang didukung dengan tata kelola Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Madrasah (MIN, MTSN, MAN) seluruh DKI Jakarta, 
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sehingga hal ini selaras dengan latar belakang pendidikan praktikan 

yang berorientasi pada pekerjaan kantor dan sarjana pendidikan.  

 

B. Tujuan PKL 

1. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman 

mahasiswa.  

2. Mengarahkan mahasiswa untuk mampu menemukan 

permasalahan maupun data untuk penyusunan laporan praktik 

kerja lapangan.  

3. Mendapat umpan balik dalam rangka penyempurnaan 

kurikulum. 

4. Membina dan meningkatkan kerjasama antar fakultas ekonomi 

dan dunia industri. 

5. Melakukan pegabdian kepada masyarakat. 

6. Memberi gambaran kepada mahasiswa mengenai lingkungan 

pekerjaan.  

C. Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Memberi peluang dalam  memperoleh ilmu yang lebih luas.  

b. Menambah wawasan, relasi, pengalaman, dan pengetahuan 

selain pembelajaran di dalam kelas.  
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c. Melatih tanggungjawab seorang mahasiswa dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan.  

d. Memberikan gambaran mengenai dunia usaha/ industri yang 

kepada mahasiswa. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Meningkatkan kerjasama antara FE UNJ dengan instansi baik 

swasta maupun negeri.  

b. Mengevaluasi kesesuaian pembelajaran di kelas dengan luaran 

yang seharusnya dihasilkan.  

c. Menambah penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu FE 

UNJ khususnya Pendidikan Administrasi Perkantoran. 

  

3. Bagi Instansi Tempat Praktik  

a. Mengevaluasi kegiatan operasional dengan pedoman yang 

telah disepakati.  

b. Mengembangkan mutu dan kualitas pelayanan instansi dengan 

bantuan akademisi.  

c. Menerapkan tanggungjawab sosial sebuah instansi dengan 

masyarakat sekitar. 
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D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta (Kanwil 

Kemenag), bidang Pendidikan Madrasah seksi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK). Berikut ini data instansi tempat pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan: 

Nama Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

  Jakarta 

Alamat  : Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340 

Telepon : (021) 8197479, 8512403, 856530 

Faksimili : (021) 8512402 

Website : www.dki.kemenag.go.id 

 Alasan instansi tersebut dijadikan sebagai tempat PKL yaitu, 

praktikan menganalisa apabila dalam sebuah instansi terlebih milik 

pemerintah tentu instansi tersebut melakukan kegiatan administrasi 

yang sangat luas, dikarenakan pengelolaan SDM yang juga tidak 

sedikit. Selain itu bagian yang berorientasi pada Pendidikan Madrasah 

membuat tempat ini begitu banyak menyimpan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai pelajaran baru mengenai sistem sebuah 

kependidikan. 

 

http://www.dki.kemenag.go.id/
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E. Jadwal Waktu PKL 

Praktik Kerja Lapangan sejak tanggal 21 Januari 2019 s.d. 22 

Februari 2019. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, bidang 

Pendidikan Madrasah seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PTK) waktu kerja yang dilaksanakan yaitu dari hari Senin hingga 

Jumat, pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. Berikut ini merupakan tahapan 

dari kegiatan praktik lapangan : 

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini praktikan memulai dengan mencari 

informasi apakah dalam instansi tersebut menerima mahasiswa 

yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Setelah 

praktikan mendatangi lokasi, praktikan menadapatkan informasi 

bahwa Kanwil memerlukan 2 orang Mahasiswa untuk melakukan 

PKL, oleh sebab itu surat izin permohanan PKL yang ditujukan 

kepada Kepala Kanwil dan di tembuskan kepada bagian 

kepegawaian harus segera dibuat.  

Setelah itu praktikan mengaktivasi NIM agar dapat 

didaftarkan pada Sipermawa (situs administrasi bagi mahasiswa) 

di Loket Akademik FE UNJ. Setelah NIM aktif, maka praktikan 

dapat megisi formulir yang sesuai dengan keterangan yang 

dibutuhkan pada BAAK UNJ. Pembuatan surat berlangsung 

kurang lebih 3 hari jam operasional kerja. Setelah surat tersebut 
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tersedia praktikan mengarsipkannya menjadi 3 rangkap dan surat 

asli dikirim segera pada Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta 

dengan mendapatkan tanda terima surat oleh bagian Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) (terlampir). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah kurang lebih surat izin permohonan PKL diproses 

selama 1 bulan sejak tanggal 28 Desember 2018 dan praktikan 

mendapatkan jawaban pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 

secara lisan, maka diputuskan praktikan dapat memulai PKL hari 

Senin, tanggal 21 Januari 2019 dan 19 hari setelah  praktikan 

melakukan PKL surat balasan baru diterima pada tanggal 30 

Januari 2019. Sejak saat itu praktikan melakukan kegiatan PKL 

setiap hari Senin s.d. Jum’at pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB 

dengan ketentuan seragam bebas dan menjaga norma kesopanan.  

3. Tahap Pelaporan  

Tahap ini merupakan bentuk tanggungjawab praktikan 

terhadap kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Praktikan 

mendapatkan bantuan melalui internet dan hasil studi lapangan 

selama melakukan PKL. Sehingga tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam pembuatannya. Di dukung dengan selama 

pelaksanaan, praktikan mulai menyusun berkas administrasi yang 

pada akhirnya dibutuhkan sebagai bentuk pelaporan sehingga saat 

praktikan menyelesaikan PKL, administrasi selesai. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

1. Sejarah Kementerian Agama RI 

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan 

pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. 

Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik 

Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 

11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin 

mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu 

yang berhubungan dengan agama. 

Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan 

menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan 

perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 

untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan 

tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah 

satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama 

ialah Mr. Johannes Latuharhary. 
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Penolakan yang terjadi bukan menjadi akhir dari perjalanan 

lahirnya kementerian agama. Usulan pembentukan Kementerian 

Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia 

Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 

1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen 

Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang 

anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional 

Daerah). Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan 

Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional 

Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, 

K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah 

anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. 

Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam 

negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan 

agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran 

dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang 

khusus dan tersendiri”. 

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari 

anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya 

Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. 

Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan 

menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden 

Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta 
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akan hal itu. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir 

II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 

Januari 1946 (29 Muharram 1365 H).  

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain 

untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, 

yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak 

mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian 

dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu 

instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, dan 

taktis berada di tangan seorang menteri. Pengumuman berdirinya 

Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio 

Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden 

Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. 

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam 

melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

keagamaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian Agama; pengawasan atas pelaksanaan 

tugas di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan 

teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di 
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daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan 

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 

 

2. Visi dan Misi Kementerian Agama DKI Jakarta 

VISI 

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, 

Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015). 

MISI 

a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 

b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. 

c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan 

berkualitas. 

d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi 

ekonomi keagamaan. 

e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang 

berkualitas dan akuntabel. 

f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri 

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan 

pendidikan keagamaan. 
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g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015) 

(Indonesia, 2015). 

3. Makna Logo Kementerian Agama Republik Indonesia  

 

Gambar II.1 Logo Kementerian Agama RI 

Berikut ini merupakan makna dari logo Kementerian Agama RI 

adalah : 

1. Bintang bersudut lima melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian 

Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama 

dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

2. 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 

butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para 

Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 

tanggal 17 Agustus 1945. 

3. Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk 

bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian mengemban 

tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur 

dan merata. 

4. Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang 

serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan 

spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Alas kitab suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan 

harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan 

potensi dinamis dari Kitab Suci. 

6. Kalimat “Ikhlas Beramal”• bermakna bahwa Karyawan 

Kementerian Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan 

Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas. 

7. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi melambangkan 

kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan 

Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

8. Keseluruhan makna lambang Kementerian Agama adalah 

melukiskan motto : Dengan iman yang teguh dan hati yang suci 

serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan 

tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan 
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bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa 

mengabdi kepada negara adalah ibadah. 

 

4. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta 

Sejak 1 Januari 1976 berawal dengan nama Jawatan 

Urusan Agama DCI Jakarta yang berada di jalan kebun binatang 

Cikini dan kantor Pemerintah Daerah DKI Jakarta terbentuklah 

sebuah lembaga yang menaungi berbagai kebutuhan urusan 

agama. Namun 9 tahun berjalan, kini nama tersebut berubah 

menjadi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta tepatnya sejak tanggal 12 November 1985. Sejak itu 

seluruh kegiatan resmi menempati gedung baru yang lebih luas 

dan kokoh yang berlokasi di jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jatinegara 

RT 9/RW 1 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur. Dalam 

melaksanakan tugasnya kantor wilayah Kementerian Agama DKI 

Jakarta Memegang teguh lima budaya organisasi yang telah 

dicanangkan oleh Menteri Agama yaitu, aparatur yang 

berintegritas, professional, inovatif, bertanggung jawab serta 

menjaga keteladanan di lingkungan masyarakat.  

Seiring bergulirnya reformasi birokrasi kementerian 

agama Kanwil Kemenag DKI Jakarta serius dalam memberikan 

pelayanan yang serius menjalankan tata kelola dan komunikasi 
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yang baik serta teratur agar selaras dengan visi dan misi 

kementrian agama DKI Jakarta. Yaitu sebagai berikut : 

Visi : 

 “Terwujudnya masyarakat Jakarta yang taat beragama, rukun, cerdas, 

mandiri, bermartabat dan partisipatif.  

Misi : 

1. Meningkatkan ketaatan umat beragama.  

2. Melestarikan kerukunan hidup umat beragama.  

3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal Madrasah pendidikan 

agama dan pendidikan keagamaan. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji.  

5. Pemenuhan wakaf dan zakat. 

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

Sehingga tercipta tata kelola yang efektif, efiesien, integritas 

dan akuntan. Selain itu, sejak Peraturan menteri Agama Nomor 13 

tahun 2012 menyatakan bahwa Kantor Wilayah Agama memiliki 

beberapa sub bagian dalam menunjang keberhasilan dan tujuan yaitu,  

Kanwil Kemenag  terdiri dari Tata Usaha, Bidang Pendidikan 

Madrasah (Penmad), Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

Islam (Pakis), Bidang Penyelenggaraan Haji & Umroh, Bidang 
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Urusan Agama Islam, & Pembinaan Syariah, dan Bidang Penerangan 

Agama Islam zakat & Wakaf. 

Bukan hanya berorientasi pada satu agama saja, Kantor 

Wilayah Kementerian Agama pun turut andil menyeleraskan 

berbagai agama yang ada melalui Bidang Pembimbing Masyarakat 

Kristen, Bidang Pembimbing Masyarakat Katolik, Bidang 

Pembimbing Masyarakat Hindu, dan Bidang Pembimbing 

Masyarakat Buddha. Sehingga dalam hal ini Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah wadah 

yang tepat untuk mengelola sistem komunikasi beragama yang baik 

dari perspektif agama apapun. 

5. Prestasi yang Pernah Dicapai 

Pada tahun 2014 Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Agama Pusat 

menjadi penyelenggara kirab gerak jalan yang melibatkan lebih 

dari 100 ribu peserta dari seluruh Indonesia.  
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B. Struktur Organisasi  

 

Gambar II. 2 Struktur Organisasi Bidang Pendidikan Madrasah 

Berikut ini merupkan tugas dan fungsi dari pegawai yang berada 

dilingkungan seksi pendidik dan tenaga kependidikan : 

Tabel II.1 Tugas dan Fungsi Pegawai 

No Jabatan Tugas Nama 

1 Kepala Bidang  Pendidikan 

Madrasah 

H. Nur  

Pawaidudin 

2 Kepala Seksi   Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Jumanto, S.Pd 

3 Fungsional 

Umum  

Pengevaluasi 

Pengawas 

Faulina S.Pd 

4 Fungsional 

Umum 

Pengevaluasi 

Tenaga 

Kependidikan 

Dian Retno 

Kencono, SE 
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Data diolah oleh penulis 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Pada bagian Pendidikan Madrasah secara umum kegiatan yang 

dilakukan adalah mengatur dan mengelola berbagai pihak baik 

pendidik, tenaga kependidikan, Kesiswaan, Kelembagaan, Sistem 

Informasi, dan lain sebagainya seputar pengembangan serta 

pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah 

(MTS), dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta maupun Negeri di 6 

Daerah. Berikut ini merupakan penjabaran dari tugas kerja setiap 

seksi yang berada pada lingkungan Pendidikan Madrasah: 

A. Seksi Kurikulum dan Evaluasi 

1) Layanan Pengesahan Dokumen 1 Kurikulum.  

2) Layanan usulan calon peserta ujian yang beum terinput.  

3) Layanan pendataan peserta didik calon peserta ujian.  

4) Layanan distribusi blanko ijazah.  

5) Layanan Penyusunan kalender pendidikan madrasah.  

5 Fungsional 

Umum 

Pengevaluasi 

Tenaga 

Kependidikan 

M. Jalaluddin S, 

S.Ag 

6 Fungsional 

Umum 

Pengevaluasi 

Ketenagaan  

Iyan Ramadhan 

Putra, SE 

7 Fungsional 

Umum 

Pengolah Bahan 

Perencanaan 

Ketenagaan 

Eka Syamsudin, 

S.Pd 
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6) Layanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

USBN/UAMBN-BK dan UNBK pada madrasah. 

B. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  

1) Layanan sertifikasi guru.  

2) Layanan pemberian dan pencairan kesra guru.  

3) Layanan mutasi guru.  

4) Layanan SIMPATIKA, NRG, Konsultasi dan Impasing.  

5) Layanan rekomendasi penelitian dan observasi.  

6) Layanan tunjangan penambahan penghasilan guru Non PNS. 

7) Layanan Honorarium guru dan Tenaga Kependidikan Non 

PNS pada Madrasah Negeri. 

C. Seksi Sara dan Prasarana 

1) Layanan bantuan madrasah/RA swasta melalui 

SIMSARPRAS. 

2) Layanan pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi 

SIMSARPRAS. 

3) Layanan pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi E-Money 

bagi penerima bantuan. dan bimbingan teknis. 

4) Layanan validasi kebutuhan sarana prasarana madrasah negeri.  

5) Layanan monitoring pembangunan disik madrasah negeri. 

6) Layanan monitoring visitasi madrasah/RA calon penerima 

bantuan. 

7) Layanan penyaluran bantuan bagi madrasah swasta. 
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D. Seksi Kesiswaan  

1) Layanan Bantuan Operasional Pendidikan RA. 

2) Layanan Bantuan Operasional Sekolah.  

3) Layanan Program Indonesia Pintar.  

4) Layanan mutasi peserta didik.  

5) Layanan pendaftaran peserta didik baru. 

E. Seksi Kelembagaan dan Informasi Madrasah  

1) Layanan perpanjangan ijin pendirian/operasional madrasah. 

2) Layanan monitoring perkembangan data emis. 

Serta daerah yang menjadi naungan dari Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah wilayah Jakarta Timur, 

Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, serta 

Kepulauan Seribu. 

  

 

 

 

  

Gambar II.3 Kegiatan Perkumpulan Rutin PTK 
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Apabila di kerucutkan kembali, dalam Pendidikan Madrasah terdapat 

beberapa seksi yang berkiatan dengan kepentingan madrasah, seperti 

Kesiswaan, Kelembagaan dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). 

Dalam hal ini praktika akan menggambarkan secara umum kegiatan yang 

dilakukan oleh seksi PTK sehari – hari. Karena PTK berkaitan dengan 

pendidik dan tenaga kependidikan maka orientasi kerja yang dilakukan 

adalah seputar permohonan pencairan dana hibah bagi guru dan tenaga 

kependidikan yang masih di kategorikan sebagai guru honorer. Proses yang 

dilakukan dari pengumpulan hingga penyerahan Laporan 

pertanggungjawaban yang diberikan dari PTK kepada Kanwil.  

 

 

 

 

Gambar II.4 Pemeriksaan pengajuan dengan LPJ Dana Hibah
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 

A. Bidang Kerja  

Pada saat Praktikan melaksanakan PKL, praktikan diminta untuk 

menerapkan 5 budaya kanwil kemenag yaitu, menjadi aparatur yang 

berintegritas, professional, inovatif, bertanggung jawab serta menjaga 

keteladanan di lingkungan masyarakat. Beban kerja yang berada pada 

pelayanan menuntut praktikan untuk tetap bekerja professional dan 

melaksanakan segala sesuatu secara terstruktur sesuai dengan Standar 

Operasional yang diterapkan kanwil kemenag. 

Pada seksi pendidik dan tenaga kependidikan praktikan 

melaksanakan beberapa tugas pokok dalam kesehariannya. Berikut 

merupakan bidang kerja utama yang dilakukan oleh praktikan : 

1. Bidang Kesekretarisan  

2. Bidang Kearsipan 

3. Bidang Otomatisasi Perkantoran 

Selain bidang kerja tersebut praktikan melaksanakan beberapa 

bidang kerja pendukung seperti, Bidang Komunikasi dan juga 

Publikasi. Secara umum bagian pendidikan madrasah merupakan 

bagian yang berorientasi pada jenjang pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pada 

pengelolaan dana hibah setiap bulan tentu madrasah berhak
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memperoleh infomasi atas pengumpulan berkas yang telah dilakukan. 

Oleh sebab itu praktikan mendapatkan kesempatan untuk menjadi 

admin dalam sebuah media sosial yang gunanya untuk melaporkan 

hasil dari perkembangan pengumpulan berkas tersebut. 

Proses pengajuan dana hibah honorarium ini dilakukan melalui 

proses yang cukup panjang diusulkan sejak 1 tahun sebelum 

pencairan dan dan pada saat pencairan dibagi menjadi empat tahapan 

yaitu bulan Januari hingga bulan Mei, bulan Juni hingga bulan Juli 

bulan Agustus hingga September dan Oktober hingga Desember. 

Melihat banyaknya agenda dan juga kegiatan administrasi yang 

dilakukan pada bagian pendidik dan tenaga kependidikan khususnya 

pemberian dana hibah maka praktikan bekerja dengan melibatkan 

banyak berkas dokumen serta tanda bukti baik secara hard ataupun 

soft file. 
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Tabel III.1 Pembagian Tahap Pencairan Hibah 

No Keterangan Periode 

1 Tahap I Januari – Mei  

2 Tahap II Juni – Juli  

3 Tahap III Agustus – September 

4 Tahap IV  Oktober – Desember 

Data diolah oleh penulis 

 

Tabel III.2 Jumlah Madrasah Negeri Se-DKI Jakarta  

No Jenjang Jumlah 

1 MIN 22 Sekolah  

2 MTSN 42 Sekolah  

3 MAN 22 Sekolah  

Data diolah oleh penulis 
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B. Pelaksanaan Kerja  

Selama 1 bulan praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan, 

praktikan mendapatkan jam kerja yang sesuai dengan pegawai kanwil 

kemenag lainnya. Bekerja dari hari Senin hingga hari Jumat, sejak pukul 

07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Praktikan mengawali PKL dengan 

mengenal ruang lingkup, birokrasi, unit kerja, dan lingkungan kerja yang 

akan di kerjakan selama PKL. Setelah itu praktikan mulai melaksanakan 

beberapa tugas pokok dan pendukung dengan bantuan pembimbing PKL 

apabila selama proses bekerja terdapat kesulitan yang dialami oleh 

praktikan. Berikut ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan tugas utama 

yang dilakukan oleh praktikan :  

A. Bidang Kesekretarisan  

a) Melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana 

Hibah Non PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat 

beberapa langlah – langkah yang praktikan lakukan diantaranya :  

1. Praktikan membubuhkan tanda terima pada Surat Perjalanan 

Dinas Pengirim.  

2. Praktikan memeriksa Kesusuaian berkas dengan Form 

Petunjuk.  

3. Apabila terdapat kesalahan maka dilaporkan dan diberi tanda 

sehingga harus segera dikembalikan dengan berkas yang 

sesuai.  

4. Apabila telah tepat maka praktikan akan menerima dan 

mengarsipkan laporan tersebut. 
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Gambar III.1 Tampilan Form Petunjuk 

b) Input Verifikasi dan Evaluasi LPJ Dana Hibah tahun 

2018. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa 

langlah – langkah yang praktikan lakukan diantaranya : 

1. Membuka soft file data penerima dana hibah berdasarkan 

jenjang sekolah (MIN/MTSN/MAN). 

2. Membuka soft file data penerima dana hibah berdasarkan nama  

sekolah.  

3. Sesuaikan antara nama dengan jabatan.  

4. Apabila telah sesuai maka dapat diverifikasi dan memperoleh 

izin pengajuan tahun selanjutnya.  
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5. Apabila belum sesuai maka diberikan batas waktu untuk 

mengumpulkan berkas revisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Tampilan Verifikasi Berkas LPJ 

c) Melakukan Revisi Surat Permohonan Pengajuan Dana 

Hibah tahun anggaran 2018, 2019, & 2020. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa langlah – 

langkah yang praktikan lakukan diantaranya : 

1. Menerima surat permohonan perbaikan bagi pengajuan tahun 

anggaran 2018.  

2. Menerima surat permohonan bagi pengajuan tahun anggatan 

2019 dan 2020. 

3. Menyesuaikan bagian – bagian surat dengan standar seksi 

tenaga pendidik dan kependidikan.  
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4. Memeriksa surat dengan lampiran yang berupa data penerima 

dana hibah 

5. Memeriksa data usulan penerima dengan soft file yang telah 

diajkan secara online. 

6. Apabila telah sesuai maka dapat diterima dan diarsipkan.  

Apabila belum sesuai maka dikembalikan pada pihak sekolah. 

 

d) Menerima Berkas dari 15 Madrasah Pertama untuk 

Pemeriksaan BPK RI. Dalam melaksanakan tugas tersebut 

terdapat beberapa langlah – langkah yang praktikan lakukan 

diantaranya : 

1. Menerima berkas seluruh guru honorer dari masing – masing 

sekolah. 

2. Memeriksa kesesuai berkas dengan form petunjuk. 

3. Memberikan label nama pada berkas yang diberikan sesuai 

nama sekolah. 

4. Menerima soft file berkas hard file dengan menggunakan 

Flashdisk per sekolah.  

5. Meminta pengirim untuk membubuhkan tandatangan pada 

presensi penyerahan.  
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B. Bidang Kearsipan 

a) Pengarsipan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah 

Non PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat 

beberapa langlah – langkah yang praktikan lakukan 

diantaranya : 

1. Memeriksa kelengkapan data seperti, KTP, SK Kepala 

Sekolah, Fotocopy Buku Tabungan, Absensi Harian, dsb. 

2. Memisahkan sesuai surat permohonan pencairan, Tahap I, II, 

III, atau IV. 

3. Menyesuaikan jumlah pemohon dengan berkas yang tersedia. 

4. Mengurutkan arsip sesuai dengan sekolah sesuai sistem nomor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3 Hasil Akhir Pengarsipan LPJ 
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b) Memeriksa data ganda Guru PNS dan Non PNS. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa langlah – langkah 

yang praktikan lakukan diantaranya : 

1. Terdapat lebih dari 15.000 data guru yang ada di DKI Jakarta 

dari data tersebut di sortir dengan menggunakan Microsoft 

Excel berdasarkan informasi yang dibutuhkan  

2. Setelah data ditemukan maka data di sajikan dalam grafik yang 

lebih rapih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 Tampilan Pemeriksaan Data Ganda 
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c) Memeriksa data ganda Guru PNS dan Non PNS telah 

sertifikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat beberapa 

langlah – langkah yang praktikan lakukan diantaranya : 

1. Terdapat lebih dari 15.000 data guru yang ada di DKI Jakarta 

dari data tersebut di sortir dengan menggunakan Microsoft 

Excel berdasarkan informasi yang dibutuhkan.  

2. Setelah data ditemukan maka data di sajikan dalam grafik yang 

lebih rapih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.5 Salah satu hasil pemeriksaan data 
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C. Bidang Otomatisasi Perkantoran 

a) Menggandakan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah 

2018 secara Digital. Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat 

beberapa langlah – langkah yang praktikan lakukan diantaranya : 

1. Mempersiapkan berkas yang akan digandakan dari hard 

menjadi soft file (scan). 

2. Mempersiapkan alat pengganda (scan) digital. 

3. Berkas tidak boleh terlipat, atau menempel karena akan 

menjadi rusak apabila tergandakan secara bersamaan.  

4. Periksa secara sistem komputer, apabila ada berkas yang 

kurang atau tidak bagus dalam penggandaan maka 

penggandaan akan diulang seperti semula.  

5. Jika telah sesuai maka simpan sesuai format yang dibutuhkan 

(doc, docs, pdf, dsb) 
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C. Kendala Yang Dihadapi  

Dalam pelaksanaan kerja tentu praktikan mendapatkan beberapa 

kendala yang akhirnya membuat praktikan terhambat dalam 

melaksanakan pekerjaan. Berikut adalah kendala yang dialami oleh 

praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan:  

1. Sistem Penyimpanan Arsip tidak sesuai SOP 

Kegiatan operasional yang banyak menggunakan berkas, data, dan 

tanda bukti membuat seksi pendidik dan tenaga kependidikan 

memproduksi banyak kertas untuk dilampirkan, sehingga apabila 

telah memasuki waktu pengumpulan LPJ, setiap sudut ruangan 

berisikan tumpukan kertas yang belum tersusun berdasarkan sistem 

tertentu. 

2. Beban Kerja yang Berlebihan  

Intensitas pekerjaan yang dikerjakan oleh seksi dari tempat 

praktikan PKL dapat dikatan cukup tinggi sering kali apabila 

dibandingkan dengan pekerjaan bagian lain, seksi ini merupakan 

seksi yang paling krusial, sehingga beban kerja yang dirasakan turut 

dirasakan oleh praktikan. 
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D. Cara Mengatasi Kendala  

Dalam menghadapi kendala yang telah praktikan sebutkan 

sebelumnya, maka praktikan melakukan cara – cara sebagai berikut : 

1. Untuk menyelesaikan kendala Sistem Penyimpanan Arsip yang 

tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)  maka praktikan 

mengusulkan kepada pembimbing untuk membuat alur 

penyimpanan dari pra hingga pasca permohonan pencairan dana 

hibah bagi guru honorer setiap jenjang madrasah. Sehingga dalam 

hal ini ada standar yang seharusnya dilakukan apabila proses ini 

dilaksanakan.  

Salah satu tujuan mengapa SOP diperlukan agar tata kelola 

administrasi menjadi lebih rapi dan teratur. Menurut (Wibowo, 

2010) mengungkapkan “SOP merupakan standart kegiatan yang 

harus dilakukan sec ara berurutan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti: 

lancarnya koordinasi, tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi, 

terbinanya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab setiap pegawai”. 

 

Selain adanya SOP turut andil dalam mengurangi kesalahan kerja, 

diungkapkan oleh (Koesmono:2012) yang dikutip pada jurnal  

(Darmayanti, 2017) Tujuan utama dari penyusunan SOP adalah 

“untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir 

adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya”.  
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Harapan adanya keteraturan dalam pelaksanaan keja selaras dengan 

pemaparan (Wicaksana, Herdiyanti, & Susanto, 2016) Dengan 

adanya SOP maka aktivitas yang dilakukan akan terstandarisasi 

dan memudahkan dalam transparansi serta akuntabilitas di 

organisasi. Selain itu adanya SOP juga memberikan arahan kerja 

berupa konsep yang jelas serta pihak yang bersangkutan. Beberapa 

manfaat yang didapatkan dalam penerapan SOP diantaranya: 

1) Dapat menstandarkan aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang 

bersangkutan.  

2) Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab oleh pihak yang melaksanakan tugas. 

3) Dapat mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan dalam 

melakukan aktivitas.  

4) Dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan dalam suatu 

proses secara lebih jelas dan terperinci. 

5) Dapat memudahkan komunikasi antara pihak-pihak terkait.  

6) Dapat menciptakan ukuran standar kinerja bagi penilaian 

kinerja pihak yang bersangkutan.  

7) Dapat memberikan informasi dalam upaya peningkatan kinerja 

pegawai. 

Sehingga dalam hal ini praktikan mengaminkan bahwa SOP yang 

akan dibuat dapat memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan 

oleh beberapa ahli diatas. Semakin jelas sebuah alur pekerjaan 
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maka akan berdampak pada hasil dari pekerjaan itu sendiri. 

Kemudahan dan efisiensi dalam pekerjaan dapat mendukung 

produktivitas dan motivasi yang tinggi. Oleh karena itu pekerjaan 

yang dilakukan meskipun memiliki intensitas dan kuantitas yang 

cukup banyak akan lebih ringan dikerjakan dengan adanya SOP 

pengelolaan arsip yang tepat.  
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2. Untuk menyelesaikan Beban Kerja yang Berlebihan maka 

praktikan melakukan manajemen waktu serta perbaikan sistem 

kerja sehingga pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan. Menurut (Anita, Aziz, & Yunus, 2013) “Beban kerja 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu 

tertentu. Kenyataan yang tejadi dilapangan adalah pegawai 

menerima banyak pekerjaan namun mengesampingkan manakah 

yang terlebih dahulu harus diselesaikan sehingga, dalam hal ini 

praktikan menyarankan apabila terjadi beban kerja yang sangat 

tinggi maka manajemen waktu merupakan langkah yang tepat 

untuk menyelesaikannya. Dengan membuat skala prioritas 

pekerjaan mana yang harus diselesaikan lebih dulu diantara 

pekerjaan yang lainnya.  

Seperti yang diungkapkan oleh (Sandra & Djalali, 2013) 

“Manajemen waktu bukan hanya mengacu kepada pengelolaan 

waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan 

waktu. Individu yang mampu mengelola waktu akan menentukan 

prioritas dari berbagai tugas yang dihadapi, fokus waktu dan 

energy pada tugas yang penting terlebih dahulu”.  

Sementara menurut (Manuaba,2001:85) dalam jurnal (Muryani, 

Paramita, & Fathoni, 2016) terdapat Faktor – faktor   yang 
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mempengaruhi Beban Kerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

beban kerja adalah sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal 

Beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti: 

a. Tugas (Task) 

Meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata 

ruang tempat kerja, kondisi ruang kerja, kondisi 

lingkungan kerja, sikap kerja, cara angkut, beban yang 

diangkat, sedangkan tugas yang bersifat mental 

meliputi, tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, 

emosi pekerja dan sebagainya. 

b. Organisasi Kerja 

Meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift 

kerja, sistem kerja dan sebagainya. 

c. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban 

tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, 

lingkungan kerja kimiawi, lingkungan kerja biologis 

dan lingkungan kerja psikologis. 

2. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh 

akibat dari reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi 

sebagai stresor, meliputi faktor somatis antara lain jenis 
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kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, 

dan sebagainya, dan faktor psikis meliputi motivasi, 

persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut beban kerja didukung oleh 

beberapa faktor. Terlebih dari hal itu jika beban kerja yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi pegawai 

maka beban kerja dapat dijadikan sebagai standar pelaksanaan 

kerja seorang pegawai. Namun sebaliknya apabila beban kerja 

tersebut diberikan melebih batas kemampuan dan kompetensi 

pegawai maka hal ini akan berdampak negatif bagi karayawan itu 

sendiri. 

Oleh sebab itu praktikan menyelesaikan permasalahan ini melalui 

beberapa cara diantaranya adalah dengan melakukan manajemen 

waktu yang baik. Disadari atau tidak manajemen waktu membantu 

seorang manusia bukan hanya pandai dalam mengerjakan sesuatu 

diwaktu yang ada. Akan tetapi manajemen waktu dapat berarti 

sebagai cara seseorang dalah memanfaatkan waktu yang tersedia 

untuk menyelesaikan beban kerja yang ada.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan praktikan pada Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Kantor bagian 

Pendidikan Madrasah seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama 

satu bulan mulai 21 Januari 2019 sampai 22 Februari 2019, praktikan 

dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bidang 

kerja Praktikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta yaitu : 

a. Bidang Kesekretarisan.  

b. Bidang Kearsipan. 

c. Bidang Otomatisasi Perkantoran. 

d. Bidang lain seperti, Komunikasi dan Publikasi. 

 

2. Kendala yang dihadapi praktikan selama Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI 

Jakarta antara lain :  

a. Sistem Penyimpanan Arsip tidak sesuai SOP 

b. Beban Kerja yang Berlebihan 
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3. Berikut ini adalah cara praktikan mengatasi kendala : 

1. Kendala pertama Sistem Penyimpanan Arsip tidak sesuai SOP 

maka dilakukan dengan cara membuat SOP sederhana bagi 

pegawai khususnya dalam penerimaan dari pra hingga pasca 

pencairan dana hibah honorer, selanjutnya dengan membuat 

standarisasi berkas – berkas yang masuk kedalam pemeriksaan, 

sehingga tidak ada lagi berkas yang salah dalam format maupun 

kelengkapan, terakhir simpan berkas secara soft file dan hard file. 

2. Kendala kedua yaitu Beban Kerja yang Berlebihan maka praktikan 

melakukan managemen waktu serta perbaikan sistem kerja dengan 

menjabarkan job description dan job specification sehingga 

pegawai dapat memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. 

B. Saran  

Berdasarkan pengalaman  yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi DKI Jakarta, maka praktikan memberikan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat dikemudian hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih 

baik lagi bagi semua pihak. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan PKL 

Sebaiknya mahasiswa dapat lebih fleksibel dalam menjalankan tugas 

PKL karena pada masa tersebut mahasiswa di tuntut untuk 

mempelajari dan menerapkan antara praktik dengan teori yang telah 
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diajarkan. Sebaiknya mahasiswa pun dapat mengendalikan diri dalam 

mengerjakan perkerjaan sehingga mahasiswa dapat memprioritaskan 

waktu, dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. 

2. Bagi Instansi/Perusahaan 

Diharapkan bagi instansi/perusahaan agar memperjelas alur sistem 

kerja seorang pegawai dengan membuat sebuah SOP sederhana 

sehingga pekerjaan yang dilakukan praktikan tidak menimbulkan 

masalah baru seperti sampah ataupun penumpukan berkas. Selain itu 

instansi/perusahaan sebaiknya membuat alur dan mekanisme pekerjaan 

seperti job description dan Job Specification agar pekerja dapat 

melakukan pekerjaannya tanpa melampaui batas pekerjaan yang 

seharusnya dikerjakan oleh pegawai.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Surat Keterangan Permohonan Izin PKL  
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Pengiriman Surat  
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Lampiran 3  

Surat Balasan Permohonan PKL 
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Lampiran 4 

Daftar hadir Praktikan  
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Daftar hadir Praktikan  
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Lampiran 5 

Sertifikat PKL 
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Lampiran 6 

Agenda Harian Praktikan 
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Agenda Harian Praktikan 
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Lampiran 7 

Nilai Akhir Perusahaan  
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Lampiran 8 

Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Laporan PKL 

 

 



 
 

54 
 

 

Lampiran 9 

Jadwal Kegiatan PKL 

No Bulan Kegiatan 
Des 

2018 

Jan 

2019 

Feb 

2019 

Mar 

– 

Mei 

2019 

Jun 

2019 

1 Pendaftaran PKL      

2 Kontak dengan 

Instansi/perusahaan 

untuk penempatan 

PKL 

     

3 Surat Permohonan 

PKL ke 

Instansi/Perusahaan 

     

4 Penjelasan Umum 

tentang PKL kepada 

semua Program 

Studi  

     

5 Pembukaan Program 

PKL dan Ceramah 

Etika Kerja PKL  

     

6 Penentuan 

Supervisor 

     

7 Pelaksanaan 

Program PKL 

     

8 Penulisan Laporan 

PKL 

     

9 Penyerahan Laporan 

PKL 

     

10 Koreksi Laporan      
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PKL 

11 Penyerahan Koreksi 

Laporan PKL 

     

12 Batas Akhir 

Penyerahan Laporan 

PKL 

     

13 Penutupan Program 

PKL dan 

Pengumuman Nilai 

PKL 

     

Data diolah oleh Praktikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

 

Lampiran 10 

Dokumentasi 

      

Kondisi Pengelolaan Arsip sebelum Praktikan PKL 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Kondisi Pengelolaan Arsip Setelah Praktikan PKL 
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Lemari Arsip Bidang Pendidikan Madrasah  
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Lingkungan Kerja Bidang Pendidikan Madrasah 

 

Foto Bersama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah 

 

Foto Bersama Pembimbing PKL 
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Lampiran 10 

Lembar saran dan perbaikan PKL 

 


